BAB 11

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kepemilikan Menurut Islam
Sebelum membahas privatisasi dan penyusunan undang-undang privatisasi
yang sesuai syariat islam, maka terlebih dahulu membahas hukum
mengenai kepemilikan dalam islam. Sehingga bisa diketahui mana
kepemilikan yang boleh di privatisasi dan yang tidak boleh diprivatisasi
kemudian penyusunan undang-undang ekonomi agar sesuai dengan
syari’at islam.
1. Pengertian Kepemilikan menurut bahasa.
Kepemilikan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata milik yang
artinya kepunyaan ; hak.!
Sedangkan secara bahasa arab kepemilikan ( 4Skll ) berasal dari kata
al- milk (<l ): bentukan dari kata malaka- yamliku — mulkan
( Sk—dlly - @l artinya milik, kekuasaan?.
Sebagaimana didalam Al-Qur’an kata milik ada dalam surat al-

Maidah :17).
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' Anton M. Moeliono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), 583.
2 Atabik Ali, Kamus Kotemporer Arab Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,1999), 1358.
% al-Qur’an, 5:17
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Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada

diantara keduanya.

2. Kepemilikan menurut istilah

Menurut Muhammad Rawas Qal’ahji :

e S e 2 g 5 L) G o S Jladl o Gl

(codle 0l) die 5 4o e Chyaai (e 1jala 4 4d yuail
AuabaiiY) Cua g 48 Copeall) aild e la sp

al-Milk adalah hubungan yang syar’i antara manusia dengan sesuatu
yang menjadikan muthlaq untuk mengelolannya dan membatasi orang
lain mengelolannya . Dan menurut Ibnu ‘abidin , adalah keberadaan

sesuatu menjadikannya mengelola dengan sifat-sifat yang khusus

Kepemilikan menurut Taqi al-Din al-Nabhani adalah :
O Al @llla s jlicly & g Al & Can (e ASL) L
J (e 2h 55 Jlas JE Al Jul o e i 8o jliely gdga

G 5 adlasn G Y] saay & s | 86 g3

4 Muhammad Rawas Qal’ahji, Mu’jam Lugah al-Fuqahai (Beirut:Dar al-Nafais,1988), 346.
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Kepemilikan dari segi kepemilikan itu sendiri, sebenarnya
merupakan milik Allah, dimana Allah swt adalah pemilik
kepemilikan tersebut disatu sisi. Serta Allah yang telah
dinyatakan sebagai pemilik kekayaan, disisi lain. Allah swt
berfirman : Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta
milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian (surat an-
Nur (24): 33).0leh karena itu, kekayaan adalah milik Allah
semata. Hanya masalahnya, Allah swt telah menyerahkan
kekayaan tersebut kepada manusia untuk diatur dan dibagikan
kepada mereka, dan memberikan hak kepada mereka untuk
memiliki  harta tersebut, sebagaimana firman Allah:
Nafkahkanlah sebagian dari apa-apa yang Allah telah
menjadikan kalian menguasainya (Al-Hadid (57):7)

Kepemilikan yang ada didunia ini, semuanya berawal dari pemilik
pertama yaitu Allah swt, sebab Allah swt, yang menciptakan alam
semesta, manusia, dan segala isinya nya, kemudian selanjutnya
mengatur manusia dengan aturan-Nya tentang kepemilikan yang
manusia boleh memiliki. Dari sinilah terjadi perpindahan kepemilikan

dari Allah swt kepada manusia dengan izin Allah swt.

Kemudian Taqi al-Din al-Nabhani lebih menegaskan lagi dengan

berkata :
Juall gy | Jlall 4Sle ol Gy g ) o 225 W (e

ALl Capmy | il AL JU) o 5 (A Jla ) 4]

> Taqi al-Din al-Nabhani, a/-Nizami al-Iqtisadi {7 al-Islam (Beirut: Dar al-Ummabh, 2003), 67.
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Dari sinilah kita temukan, bahwa  ketika Allah swt
menjelaskan tentang status asal kepemilikan kekayaan
tersebut, Allah menisbatkan kepada diri-Nya, dimana Allah
menyatakan: “Maalillah” (harta kekayaan Allah). Sementara
ketika Allah swt menjelaskan tentang perpindahan
kepemilikan kepada manusia, maka Allah menisbatkan
kepemilikan tersebut kepada mereka. Allah swt berfirman :
“maka berikanlah kepada mereka harta-hartanya”(QS.An-
Nisaa’ 4:6), “Ambillah, dari harta-harta mereka.”(QS. al-
Taubah.9:103), “maka, bagi kalian pokok harta kalian.”(QS.
al-Bagarah.2:279), “Dan  harta-harta yang kalian
usahakan.”(QS. al-Taubah.9:24). “Dan hartanya tidak
bermanfaat baginya, bila ia telah binasa” (QS. al-Lail:11).

Di dalam nash al-Qur’an kepemilikan kekayaan dinisbatkan
kepada Allah SWT, kemudian terkait dengan perpindahan kepemilikan
kepada manusia maka Allah swt menyebut kekayaan mereka yaitu
manusia yang didalamnya juga ada terkait usaha-usaha yang dilakukan
manusia untuk memilikinya, dimana Allah swt telah mengizinkannya
untuk menjadi milik mereka yakni manusia dan memanfaatakannya

dengan seijin syara.

6 Ibid., 68.
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B. Asas-asas Sistem Ekonomi Islam.

Sebelum membangun sistem ekonomi islam tentu harus dibangun
asas atau pondasi yang membangun sistem ekonomi islam tersebut agar
bangunan ekonomi menjadi kuat dan kokoh.

“Menurut Muhammad Husain Abdullah, asas-asas sistem ekonomi
Islam ada tiga, yaitu kepemilikan (al-Milkiyah), pengelolaan kepemilikan
(at-Tasaruf f al-Milkiyah), dan distribusi kekayaan ditengah masyarakat
(Tawzi’ al-Tharwati bayna al-Nas)”. "

Pendapat dari Muhammad Husain Abdullah sama dengan pendapat
sebelumnya yang ditulis Taqi al-Din al-Nabhani, terkait dengan asas-asas
sistem Ekonomi Islam.

Dari tiga asas sistem ekonomi islam dapat dijabarkan, dan dipahami
sebagai berikut :

1. Asas Pertama : Kepemilikan
Beberapa ulama telah mendefinisikan kepemilikan begitu juga

ulama pada saat sekarang.

Kepemilikan menurut Wahbah al-Juhaili adalah :
5, 4 laitealand e il b il Ul 5 L) e ddle

7 Muhammad Husain Abdullah, Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam (Bogor: Pustaka Thariqul
1zzah, 2002), 106.
8 Wahbah al-Juhaili, al-Figh al-Islami wa ‘adillatuhu (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997), 2892
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“ Hubungan antara manusia dan harta yang telah ditetapkan syara’
dan hubungan tersebut menjadikan manusia secara khusus
berhubungan dengan syara’. Dan manusia mengelola harta dengan
seluruh aktivitas pengelolaan selama tidak ada ditemukan larangan
didalam pengelolaan tersebut”.

Didalam mengelola harta seluruhnya terikat dengan hukum
syara’ kewajiban seorang muslim adalah mengaitkan apakah sudah
sesuai dengan hukum syara’ atau tidak, agar dia bisa dikatakan
berhubungan dengan hukum syara’. Kepemilikan adalah tatacara
yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan (manfaat)
dari jasa ataupun barang.

Kepemilikan menurut syariat adalah : izin dari as-Syari’
(pembuat hukum) untuk memanfaatkan suatu zat/benda
(ain). As-Syari’ disini adalah Allah swt, Adapun ‘ain adalah
sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan izin adalah
hukum syari’at, jenis-jenis kepemilikan ada tiga, yaitu
kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan
Negara.®
Dari definisi diatas penulis memahami kepemilikan dalam
Islam sangat jelas dan merupakan salah satu pendorong atau
motivasi utama manusia untuk terjun dan terlibat langsung dalam
kegiatan ekonomi, karena, sebagai pemilik harta kekayaan,
manusia berhak menggunakan atau memberikan harta sesuai

keinginannya namun masih dalam koridor hukum islam. Seperti

dijelaskan sebelumnya pemilik sejati seluruh harta adalah

° Abdullah, Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam, 106.
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Allah swt. kita bisa menguasai harta, semata-mata karena kita

mendapatkan amanah dari-Nya.

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani kepemilikan menjadi tiga bisa

diringkas sebagai berikut :

104504 8la gdale 48layap 84k

“Kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan

negara”.

Dengan memahami, ketiga kepemilikan tersebut maka
merupakan kepemilikan yang boleh dilakukan oleh manusia, sebab
telah dijelaskan dalam hukum syari’at islam.

Adapun tiga jenis kepemilikan tersebut dapat dijabarkan

yaitu :

a. Kepemilikan Individu.

Termasuk fitrah manusia adalah termotivasi untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, menggunakan harta untuk
memenuhi kebutuhannya dan berupaya untuk mendapatkan
kebutuhan. Karena pemuasan manusia  untuk pemenuhan
merupakan hal yang semestinya karena bersifat fitrah yang ada

pada setiap diri manusia. Jika pemenuhan tidak sesuai dengan

10 Nabhani (al) , al-Nizami al-Iqtisadi fi Al-Islam, 11.
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syari’at islam maka jelas pemenuhannya berlawanan dengan
fitrah manusia yang akan menyebabkan timbulnya kejahatan dan
kerusakan. Oleh karena itu Islam datang, membolehkan individu
dan tidak membatasinya untuk memperoleh pemenuhan
kebutuhannya selama sesuai dengan syari’at islam.
Allah  swt mengizinkan ummat manusia untuk
memanfaatkan harta, baik dengan memakan, menggunakan,
atau menukarkannya. Islam memberikan hak kepada setiap
individu untuk memiliki sesuatu, dan tidak memberikan
batasan mengenai jumlah harta yang boleh dimiliki oleh
seseorang. Dengan demikian, manusia juga dapat memiliki
harta bergerak contohnya hewan ternak, uang, mobil, dan
pakaian, maupun harta tetap, seperti tanah, rumah, maupun
pabrik.
Akan tetapi, syariat mengatur tentang cara-cara yang digunakan
untuk mendapatkan harta kekayaan, dan juga mengatur tentang
cara-cara menggunakan harta tersebut.
Taqi al-Din al-Nabhani membagi lima sebab-sebab kepemilikan
individu yaitu :
Jazll —
APy
sladl Ja Jld) Jdalsll -~

e U gl sal (pe dd gall glac) -

11 Jalal al-Ansari, Introduction to the system of Islam, Mengenal Sistem Islam dari A sampai Z,
“terj”, Abu Faiz (Bogor: Pustaka Thoriqul 1zzah, 2004), 146.
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1) Bekerja

2) Warisan

3) Kebutuhan harta untuk menyambung hidup

4) Harta pemberian negara yang diberikan kepada
rakyat

5) Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan
tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.

“Yang dimaksud sebab kepemilikan individu adalah sebab yang

menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya

tidak menjadi hak miliknya”.t?

Tagqi al-Din al-Nabhani membagi kerja menjadi 7 bagian yaitu :

<l gall elaa) -y

elsgd) 8 le ol | VI el b Le 2] Al o
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14 5a0s 0 AN Jarll -y
Menghidupkan tanah mati.
Menggali kandungan bumi.
Berburu.
Samsarah (makelar)
Mudhorobah
Musaqat
ljaratul ajir

12 Nabhani (al) , al-Nizami al-Iqtisadi 17 al-Islam, 77.
13 Dwi Condro Triono, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara (Yogyakarta: Irtikaz,2011), 319.
14 Nabhani (al) , al-Nizami al-Iqtisadi i Al-Islam, 78-79.
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Sebab Kepemilikan
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tanpa mengeluar
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1) Menghidupkan tanah mati.
2) Menggali kandungan bumi.

3) Berburu.

4) Samsarah (makelar)

5) Mudhorobah

6) Musagat (kompensasi dari hasil
panen pohon milik orang lain
karena menyiraminya)

7) ljaratul ajir (Upah)

Gambar 2.1 Skema Kepemilikan Individu

b. Kepemilikan Umum.

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani Kepemilikan Umum adalah :

el 5. el plany) el a0 delaall g HLal o))

& ol Gai Gl eV e dalal) LSl L sai
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Izin Syari’ kepada suatu komunitas untuk bersama-sama
memanfaatkan suatu benda. Dan benda-benda yang masuk
dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang
dinyatakan dalam teks syari’ diperuntukkan bagi suatu
komunitas dan mereka saling membutuhkan. Dan Syari’
melarang benda tersebut dikuasai individu saja.

Kepemilikan umum merupakan berbagai komoditas yang
dijadikan Islam sebagai hak milik seluruh kaum muslimin,
sehingga setiap individu berhak memanfaatkannya, akan tetapi
tidak diperkenankan untuk menguasai atau memilikinya sebagai
hak milik pribadi.

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani Kepemilikan Umum dibagi

menjadi tiga yaitu :

o sald A ol 1Y) Cuay | delaad) B3 e 0 s L]

ki Y 3 el
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15 Nabhani (al) , al-Nizomi Al-Igtisadi i Al-Islam, 218.
16 [bid., 218.
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1. Yang merupakan fasilitas umum, dimana kalau tidak
ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka
akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya
(Barang Kebutuhan Umum)

2. Barang tambang yang tidak terbatas.(Barang Tambang
Besar)

3.  Sumber daya alam yang sifat pembentukannya
menghalangi  untuk dimilikinya individu secara
perorangan saja.

Dengan  mengetahui sifat barangnya maka dapat dipahami

kepemilikan umum. Dapat dibagi menjadi Barang Kebutuhan

Umum, Barang Tambang Besar, dan Sumber Daya Alam.

Adapun dalam penjabarannya dari tiga kategori utama, yaitu :

1) Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi seluruh
masyarakat , atau Bahan Kebutuhan Umum yang
ketiadaannya akan membuat kehidupan masyarakat tidak
dapat berjalan dengan baik. Dalam kelompok ini antara lain

terdapat berbagai komoditas, seperti air dan cadangan

minyak. Rasulullah Muhammad saw bersabda :

Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu air,

padang rumput, dan api.(HR Abu Daud)

Hadist ini menjelaskan bahwa barang-barang ini adalah

kepemilikan umum. Hanya saja indikasi-indikasi syar’iyah

17 Maktabah Dar al-Salamah, a/-Kutubu al-Sittah, (Riyadh, Dar al-Salmah 2008),1482 .
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yang terkait dengan masalah ini memandang bahwa barang-
barang ini menjadi kepemilikan umum karena sifat tertentu
yang terdapat didalamnya yang mengharuskan itu.

Maksud bilangan tiga dalam hadist ini, bukan untuk
membatasi jumlahnya. Dengan dalil bahwa rasulullah saw.
Membolehkan manusia memiliki air di thoif dan khaibar
sebagai kepemilikan individu. Mereka memiliki air itu
sebagai kepemilikan individu, dan mereka secara khusus
menggunakan air itu untuk mengairi sawah dan ladang
mereka. Ini menunjukkan bahwa perserikatan dalam air
adalah hubungan dengan sifatnya bukan dengan dzat airnya.
Artinya sehubungan dengan eksistensinya yang termasuk
fasilitas umum.

Jika hadist &35 & 1S58 () salual) kaum muslimin
berserikat dalam tiga hal” itu dihubungkan dengan
keputusan rasulullah saw yang membolehkan manusia
memiliki air, maka disimpulkan dari itu bahwa disana
terdapat illat untuk persekutuan dalam air, yaitu
eksistensi air termasuk fasilitas umum. Jika air itu tidak
termasuk  fasilitas  umum, tentu air  tidak
menjadi kepemilikan umum, sebab rasulullah bersabda
G A elS 58 saluall “manusia bersekutu dalam tiga hal,
sedangkan sisi lain beliau membolehkan memiliki air
sebagai kepemilikan individu. Hal itu menunjukkan
bahwa larangan itu karena illat, artinya persekutuan itu
karena suatu illat, maka air, padang rumput, dan api
adalah bahan bakar yang termasuk kepemilikan umum,
karena sebab yang terdapat di dalamnya vyaitu
eksistensinya sebagai fasilitas umum. Jika illat ini hilang
darinya, maka menjadi kepemilikan individu. Jika illat
itu ada pada barang-barang selainnya (selain yang
disebutkan dalam hadist) yang dimiliki individu maka ia
menjadi kepemilikan umum. Oleh karena itu, setiap
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barang yang tergolong fasilitas umum adalah termasuk
kepemilikan umum. 18

Dari pendapat beberapa Imam mazhab seperti di
kutip Abu Lukman Fathullah, memiliki pemahaman yang
sama terkait dengan hadist tersebut, yang menjelaskan
terkait air, padang rumput dan api.

Abu lukman Fathullah menjelaskan tentang hadist
tersebut bahwa menurut madzhab Imam Syafi’i,
Maliki dan Hanbali, yang dimaksud dengan air yang
menjadi milik bersama dan oleh karena itu tidak boleh
diperjual-belikan dalam hadist diatas adalah air hujan,
air sungai, dan yang semisal ; bukan air yang berasal
dari sumber-sumber air milik pribadi, seperti sumur
milik pribadi. Padang gembalaan adalah tempat
terbuka yang tidak menjadi milik seseorang, atau
tanah luas yang tidak dimanfaatkan sebagai lahan
pertanian, dan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan
yang biasa dimakan oleh hewan ternak. Adapun yang
dimaksud dengan api adalah berbagai aneka sumber
alam yang biasa digunakan untuk menghasilkan panas
dan energi, seperti kayu, batu bara, gas alam, dan
minyak bumi. °

Menurut Imam Mawardi :

-

O3S Gyl G 35l iRz O G (b Bpalan

2 °

&) 335 A 842G 2150 b (s

18 Abdurahman al-Maliki, al-Siyasat al-Igtisadiyat al-Muthla, Politik Ekonomi Islam, terj Ibnu
Sholah (Bangil: Al-Izzah, 2001), 82.

19 Abu Lukman Fathullah, 60 Hadith Sultoniyah, Hadist-hadist tentang Penguasa, “terj,” Abu Faiz
(Bogor: Pustaka Thoriqul 1zzah, 2010), 60.
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Adapun lokasi pertambangan Yyang terlihat, maka
kandungan yang terlihat seperti tambang celak, garam dan
minyak, semua itu seperti air yang tidak boleh diberikan
seseorang, semua manusia mempunyai hak yang sama
terhadapnya dengan mengambilnya ketika berada dilokasi
pertambangan tersebut.?® Namun kepemilikan umum tidak
terbatas ketiga tersebut sebab ada dalil-dalil lain juga

menjelaskan kepemilikan umum.

Meskipun  demikian, bukan berarti bahwa
kepemilikan umum hanya terbatas pada ketiga benda
tersebut, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang
dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Termasuk
diantaranya adalah mesin-mesin yang dipergunakan
sebagai fasilitas umum. Seperti pipa PDAM , tiang-
tiang kabel yang digunakan untuk mendistribusikan
listrik.??
Barang-barang tambang besar atau barang-barang yang
depositnya tidak terbatas. Termasuk didalamnya adalah
berbagai sumberdaya mineral, seperti garam, magnesium
atau tembaga, yang jumlahya sangat banyak.??
Barang-barang tambang tersebut menjadi hak milik seluruh
kaum muslim. Individu ataupun perusahaan swasta tidak

diperbolehkan ~ menguasainya.  Hak  penambangan,

pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian barang-

20 Imam Abu al-Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah (Beirut:Dar al-Fikr:,t.th), 197.
2! Ansari (al), Mengenal Sistem Islam dari A sampai Z, 147.

22 1bid., 148.
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barang tambang itu tidak boleh diberikan ekslusif kepada
individu-individu atau perusahaan swasta.

Barang-barang tersebut harus tetap menjadi milik
seluruh kaum muslim. Negara sebagai wakil kaum muslim
harus mengelola sendiri tambang-tambang tersebut.

Menurut ‘Atho bin Khalil : Lafadz al-muslimun —
kaum muslimun :satu dari individu-individu umum.
Sedangkan Hadist “al-Nas —manusia” :bersifat umum.
Hadith Buraidah :mengkhususkan keumuman “al-Nas —
manusia”, yaitu hanya orang-orang yang menjadi rakyat,
baik mereka muslim atau non muslim.?3

Sedangkan barang tambang-tambang depositnya
kecil (terbatas) atau kecil, seperti tambang emas dan perak
yang kecil, maka Islam membolehkannya dikuasai atau

dimiliki individu ataupun perusahaan swasta.

Sumber Daya Alam atau berbagai komoditas yang secara
alamiah tidak mungkin menjadi milik pribadi, seperti lautan,
sungai-sungai,  taman-taman umum, jalan-jalan umum,
jembatan, lapangan. Jenis barang ini berbeda dengan
kelompok barang yang pertama, yang dari segi dzatnya boleh

dimiliki individu namun jika ada illatnya yaitu akan menjadi

23 ¢Atha’ bin Khalil Abu Rushtah, Ensiklopedi Jawab Soal Amir Hizbut Tahrir (Bogor: al-Azhar

Freshzone, 2014), 261.
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larangan untuk dimiliki individu apabila sumber daya air itu

dibutuhkan banyak orang.

‘Menurut Atho Abu al-Rusytah adalah :

A A abaid) i Leh K8 dapha Al LAY

Aaladl 28Y) 5 ol puaadl 5 L) 5 lanllS Lt e

w%;k@gmmjﬁjﬂ\ u.u)\d.o}hw\ gﬂlﬁj
peal e AL @lly JS W pad 5 Lgiadla 5 gl

Sy A sl b e ) o)

Sesuatu yang secara alami  mencegah menjadi milik
individu seperti lautan, sungai-sungai, danau-danau, dan
kepemilikan umum seperti masjid-masjid, sekolah-sekolah
milik negara, dan rumah sakit milik negara, stadion
olahraga, tempat-tempat penampungan dan sebagainya,
seluruhnya adalah kepemilikan umum diperuntukkan
seluruh individu-individu warga Negara di Negara islam.?*

Dalil hadist yang menunjukkan pengakuan Rasulullah saw
adalah terhadap sebuah tempat di Mina adalah tempat

untuk umum.

24 <Atho bin Kholil Abu al-Rushtah, Siyasatu al-Tasni’, Muhadhoratu al-Quwait, (‘ Aman: t.p.

1990) , 26.
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Kami bertanya kepada Rasul, “Wahai Rasulullah, bolehkah
kami membangun rumah untuk tempat berteduh bagimu di
Mina ?’° Rasulullah saw menjawab : “tidak boleh, Mina
adalah tempat tinggal orang yang datang terlebih dahulu.

(HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah, Hakim).

Mina adalah tempat yang terkenal di daerah Hijaz
Mekkah. Orang-orang singgah disana jika selesai
melaksanakan wukuf di Arafah, ini menunjukkan bahwa
Mina adalah milik umum, milik semua orang. Oleh karena
itu, siapa saja yang datang terlebih dahulu, dia berhak untuk
tinggal disana, untuk mabit, misalnya selama dua malam,
tiga malam dan seterusnya.

Sehingga dapat dipahami kelompok ini adalah,
benda-benda yang mencakup kemanfaatan umum, seperti
jalan, sungai, laut, tanah-tanah umum, teluk, selat dst.
Termasuk juga dalam kelompok ini adalah masjid, sekolah
milik negara, rumah sakit negara, lapangan stadion, tempat

penampungan dan sebagainya.

25 al-Maktabah al-Syamilah , Sunan al-Tirmidzi, vol 3, www.al- Islam.com, 807.
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Gambar 2.2 Skema Kepemilikan Umum.

c. Kepemilikan Negara.

Menurut Tagqi al-Din al-Nabhani Kepemilikan Negara adalah :

33
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“Harta yang merupakan hak seluruh kaum mulimin,

sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, dimana dia

26 Nabhani (al), al-Nizami al-Iqtisadi i Al-Islam, 223.
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bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin

sesuai dengan apa yang dipandangnya”.

Harta milik negara ini, tidak termasuk kategori milik
umum melainkan milik pribadi namun terkait dengan hak kaum
muslimin secara umum. Pengelolaan sepenuhnya wewenang kepala
negara (khalifah), yaitu menurut ijtihad dan pandangan khalifah.

Termasuk dalam harta milik Negara adalah tanah atau
bangunan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat, tetapi tidak
termasuk harta milik umum. Dengan demikian, kepemilikan
Negara meliputi berbagai barang yang biasa dimiliki oleh individu,
seperti tanah, bangunan, atau barang-barang bergerak. Termasuk
dalam kategori ini adalah gedung-gedung milik Negara atau uang
milik Negara.

Kepemilikan negara dikelompokkan menjadi 13 jenis.
Adapun Abdul Qadim Zallum membagi jenis-jenis milik negara
ada 4 vyaitu : kelompok pertama adalah padang pasir, gunung,
pantai dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya. Kelompok kedua
adalah Tanah endapan sungai. Kelompok ketiga adalah Ash-
Shawafi. Kelompok keempat adalah : Bangunan dan Balairung. 2’

Adapun beberapa ringkasan penjelasan tersebut sebagai berikut :

27 Abdul Qadim Zallum, al-Amwal fi Daulah al-Khilatah, Sistem Keuangan di Negara Khilafah,
“terj.” Ahmad S.dkk. (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002), 91.
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1) Padang pasir, gunung, pantai dan tanah mati yang tidak ada

pemiliknya.
Baasr] Goiad) anladl sy ae Al o 1 OF

Bahwa rasulullah saw memberinya (Bilal bin Harist al-

Mazani) sebuah lembah seluruhnya.(HR. Al-Baihaqi)

Juga menjelaskan tentang ladang garam yang terbatas
rasulullah saw memberikan kepada Abyad bin hammal al-
mazni namun ada seseorang yang mengoreksi bahwa ladang
tersebut sifatnya tidak terbatas. Kemudian rasulullah saw

membatalkan pemberian kepadanya.

Dari Abyad bin Hammal al-Mazni .

Bahwanya ia mendatangi rasulullah saw seraya meminta
sebidang (ladang) garam, maka beliau memberikan
kepadanya. Tatkala hal itu diberikan, salah seorang laki-laki
yang berada di dalam majelis berkata : ‘Apakah engkau

28 Baihaqi (al), al-Sunan al-Sagir lil al-Baihaqi, vol 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,
1412H),49.
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mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya?
Sesungguhnya yang engkau berikan itu laksana
(memberikan) air yang mengalir’. Berkata Rasul:’(kalau
demikian) maka ambil kembali dari’. (HR al-Tirmidzi no
1301)%

Tanah endapan sungai

Yaitu tanah-tanah yang tertutupi air, seperti yang
terdapat diantara kufah dan basrah. Tanah-tanah tersebut
tertutup air sungai Eufrat dan Tigris, daerah yang diapit
oleh dua sungai itu tergenang oleh air hingga menutupi
kawasan tersebut sehingga tanah itu tidak layak lagi untuk

pertanian.*

Tanah tersebut tergolong tanah mati. Meskipun
dahulunya di atas tanah itu terdapat bangunan atau
pertanian. Tanah itu tetap menjadi milik baitu mal dan

milik Negara, selama belum dimiliki oleh seseorang.®!

Al-Sawafi

Yaitu setiap tanah yang dikumpulkan Khalifah dari tanah-
tanah negeri taklukan dan ditetapkan untuk baitul mal.
Yaitu tanah yang tidak ada pemiliknya, tanah milik Negara
yang ditaklukan, tanah milik penguasa, tanah milik
panglima-panglima perang, tanah milik orang yang
terbunuh dalam peperangan, atau tanah milik orang yang
lari dari peperangan dan ia meninggalkan tanahnya. Orang

29 al-Maktabah al-Shamilah , Sunan al-tirmidzi, vol 5.www. Al-Islam.com, 250.
30 Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, 94.

31 bid., 95
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yang pertama kali memunculkan istilah ash-shawafi adalah
umar bin al-Khattab.??

Pada masa khalifah Umar ibn al-Khattab, banyak
dilakukan pembebasan negeri
Bangunan dan Balairung.

Yaitu setiap istana, bangunan, balairung yang dikuasai oleh
Negara-negara yang ditaklukkan. Sebelumnya digunakan
khusus untuk struktur lembaga-lembaga Negara yang
ditaklukan, untuk urusan administrasinya, untuk organisasi-
organisasi dan badan-badan pengawas, perguruan tinggi,
sekolah-sekolah, rumah  sakit, museum-museum,
perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, atau (bangunan)
yang dimiliki Negara tersebut, bangunan yang dimiliki
penguasa dan pemimpin Negara tersebut, orang yang
terbunuh di medan perang, orang yang lari dari peperangan,
atau bangunan milik penduduk suatu negeri karena takut
kepada kaum muslim lalu lari meninggalkannya. Seluruh
istana, bangunan, ataupun balairung tersebut menjadi
ghanimah, dan fai bagi kaum muslim, menjadi hak baitul
mal dan menjadi milik Negara3?

Termasuk pula milik Negara adalah setiap bangunan
atau balairung yang dibangun Negara dan dibeli dari baitul
mal, selain itu setiap bangunan dan balairung yang
dihadiahkan atau dihibahkan kepada Negara atau
diwasiatkan untuk Negara atau yang tidak memiliki ahli
waris, atau milik orang murtad yang mati atau dihukum
mati karena murtadnya, semuanya milik Negara.

Selain harta atau asset , maka pendapatan milik negara juga

merupakan kepemilikan negara.

%2 1bid., 95
% 1bid., 96
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Ghanimah adalah hak yang diberikan oleh Allah swt
kepada kaum muslimin dari kaum kuffar dengan jalan

perang. Dalinya dalam surat al-Anfal : 41 adalah :

[
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Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu
peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya
seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat rasul, anak-anak
yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu
beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan
kepada hambi Kami (Muhammad) di hari Furgaan, yaitu di
hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu.

(QS: al-Anfal :41)

Fa’i adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum
muslimin dari kaum kuffar tanpa melalui peperangan

(musuh melarikan diri) Dalinya adalah : surat al-Hashr :6

3% al-Qur’an, 7:41.
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Dan apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah
kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk
mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun
dan (tidak pula) seekor wuntapun, tetapi Allah yang
memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa
yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu (QS: al-Hashr : 6)

Dalil pembagian fa’i adalah :
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Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada
Rasul —Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka

3% Ibid., 59: 6.
¢ 1bid., 59: 7



40

adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim,
orang-orang miskin dan orang-orang Yyang dalam
perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul
kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya
bagimu maka tinggalkanlah , dan bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

(QS: al-Hasyr :7).

7) Kharaj adalah adalah : hak yang diberikan oleh Allah swt

kepada kaum muslimin dari kaum kuffar. Kharaj adalah hak
yang dikenakan atas lahan tanah yang telah diambil dari
tangan kaum kuffar, baik secara perang maupun damai.
Jumlah kharaj yang harus diambil atas tanah tersebut
dihitung berdasarkan kandungan tanah.
Kharaj, ghanimah dan fa’i sesungguhnya berasal dari
sumber yang sama, yaitu harta yang telah dirampas dari
tangan kaum kuffar. Namun, yang membedakan adalah
bahwa ghanimah dan fa’i adalah harta rampasan dari kuffar
atas barang bergerak, seperti kuda, unta, baju besi, panah,
pedang, tombak dsb. Sedangkan kharaj adalah khusus
untuk harta yang tidak bergerak, yaitu berupa tanah atau
lahan®’

8) Khumus (seperlima rikaz) adalah harta yang diperoleh dari
aktivitas menggali kandungan bumi. Bagi mereka yang

memiliki pertambangan yang berskala kecil (yang boleh

dimiliki oleh individu), maka apabila memperoleh harta

87 Triono, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara, 343.
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yang berharga, seperti emas, perak, tembaga dsb maka

berlaku ketentuan khumus (seperlima).3®

Jizyah adalah hak yang diberikan Allah swt kepada kaum
muslimin dari orang-orang kafir karena ada ketundukan
kepada pemerintahan islam. Harta ini akan dibagikan
untuk kemashlahatan seluruh rakyat dan wajib diambil

setelah melewati satu tahun.

Dalil wajibnya jizyah .

P
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Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah
dan tidakpula kepada hari kemudian dan mereka tidak
mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, dan
Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar
(agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab
kepada mereka, samapi mereka membayar jizyah dengan
patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

(QS: al-Taubah, 100 :29)

38 |bid., 345.
39 al-Qur’an, 100:29.
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Usyur adalah tanah jazirah Arab dan negeri-negeri yang
penduduknya memeluk islam tanpa peperangan. Ketentuan
pungutan tanah usyriyah berbeda dengan kharajiyah.
Ketentuan untuk pungutan tanah usyriyah adalah mengikuti

hukum-hukum zakat hasil pertanian.*°

Dalilnya :
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Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang
berjunjung, pohon kurma, tanam -tanaman Yyang
bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa
(bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya).
Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila
dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik
hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya; dan janganlah
kamu berlebih-lebihan.  Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berlebihan”

(QS:al-An’am 6:141).

4 Dwi Condro Triono, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara, 343.
41 Al-Qur’an, 6:141.
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11) Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan dari sisa

waris yang sudah dibagikan.

z
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Aku wali bagi setiap orang mukmin dibandingkan dengan
dirinya sendiri, maka siapa saja yang (mati lalu)
meninggalkan hutang atau beban yang ditinggalkannya
maka datanglah kepadaku. Dan siapa saja Yyang
meninggalkan harta maka wariskanlah (para ahli warisnya).
Aku adalah wali bagi orang-orang yang tidak ada wali
baginya, akulah yang mewarisi  hartanya dan
membebaskannya.

(HR Abu Dawud).

12) Harta orang murtad

B 38 kel ¥ Gedh S &gy

42 a]-Maktabah al-Shamilah , Sunan Abi Dawud, vol 8. www. Al-Islam.com, 107.
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Orang kafir tidak mewarisi orang muslim, demikian juga

orang muslim tidak mewarisi orang kafir.

13) Harta yang diperolah secara tidak sah para penguasa dan
pegawai negara, harta hasil kerja yang tidak diizinkan
syara’ serta harta yang diperoleh dari hasil tindakan curang
lainnya.

Harta ghulul adalah harta yang diperoleh dari para
wali (gubernur), para amil (kepala daerah setingkat
walikota/bupati) dan pegawai negara dengan cara yang
tidak syar’i. Baik mereka peroleh dari harta milik negara
maupun dari harta milik masyarakat. Mereka tidak boleh
mengambil harta seperti itu kecuali pengganti / santunan
dan gaji*4. Seperti suap, hadiah atau hibah, harta kekayaan
yang diperoleh dengan sewenang-wenang dan tekanan
kekuasaan, hasil makelaran (samsarah) dan komisi

(amulah), korupsi.

4 al-Maktabah al-Shamilah , Musnad Ahmad, vol 44.www. Al-Islam.com, 241.
44 Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, 115.
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Kepemilikan Negara
( :Ujd %SL )

!

1. Padang Pasir, gunung, pantai, dan tanah
mati yang tidak ada pemiliknya.
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perbataan negara khilafah

11. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau

kelebihan dari sisa waris yang sudah
dibagikan

12. Harta orang murtad

13. Harta yang diperolah secara tidak sah

para penguasa dan pegawai negara,
harta hasil kerja yang tidak diizinkan
syara’ serta harta yang diperoleh dari
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Gambar 2.3 Skema Kepemilikan Negara.

Perbedaan harta milik negara dan harta milik umum yang dikelola negara,
harta yang kategori milik negara dapat diberikan kepada individu tertentu
sehingga menjadi hak miliknya. Sedangkan harta milik umum pada dasarnya tidak

dapat diberikan oleh negara kepada individu atau swasta tertentu.
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Harta milik Umum
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Harta milik negara

Dapat diberikan
kepada individu

Gambar 2.4. Skema Perbedaan Harta Milik Umum dan Negara

PENGELOLAAN KEPEMILIKAN
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K.NEGARA

NEGARA

EKONOMI
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Gambar 2.5 Gambar Skema pengelolaan kepemilikan dan skctor ekonomi
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2. Asas Kedua : Pengelolaan Kepemilikan.

Pengelolaan kepemilikan adalah tata cara seorang muslim yang wajib

dijalankan tatkala ia menggunakan harta. Ada dua perkara yaitu :

a. Pengembangan Harta
Manusia setelah memiliki harta, dia ingin mengembangkan
hartanya, sehingga hidupnya berkembang. Terkait dengan
mengembangkan harta, termasuk asas kedua pengelolaan
kepemilikan.
Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam
pengembangan harta, baik dalam bidang perdagangan, pertanian,
ataupun industri. Islam menyerahkan kepada manusia untuk
menciptakan hal baru dalam hal penggunaan berbagai uslub
(teknik) dan wasilah (sarana) yang layak dan sesuai dalam rangka
pengembangan harta.*
Selain itu pengembangan harta bisa dilakukan dengan kerjasama
dua orang atau lebih, Menurut al-Nabhani, berdasarkan kajian
beliau terhadap berbagai hukum syirkah al-uqud ada lima yaitu (1)

syirkah inan, (2) syirkah abdan, (3) syirkah mudhorabah; (4)

syirkah wujuh, (5) syirkah mufawadhah.

4 Abdullah, Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam. 10.
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Tabel 2.1
Aplikasi Model Perusahaan Dalam Permodalan dan Organisasi
Bisnis.*
PERAN PIHAK |
PIHAK Pengelola Pemilik Pengelola &
YANG Modal Pemilik
PIHAK | BERAKAD Modal
I Pengelola | Syirkah Syirkah Syirkah
Abdan Mudhorobah | Mudhorabah
Pemilik Syirkah Batil Syirkah
Modal Mudharobah Mudharobah
Pengelola | Syirkah Syirkah Syirkah Inan
& Pemilik | mudhorobah | Murabahah
Modal

b. Pengeluaran harta.

Islam telah menetapkan kaidah umum (qaidah ‘ammah) dalam

masalah pengeluaran harta, yakni firman Allah swit:

P
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Carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan

bagianmu dari (kenikmatan) dunia.

(QS: Al-Qashassh (28):77).

Syariat Islam telah menetapkan beberapa cara mengeluarkan harta,

antara lain adalah :
1) Zakat

2) Membelanjakan harta untuk keperluan diri sendiri

3) Silaturahim dengan saling memberi hadiah

4) Shodagoh untuk orang-orang fakir

46 Fauzan al-Banjari, Designing The Super Business Excellence, (Yogyakarta:ar-Raudhoh

Pustaka, 2011), 185.
47 al-Qur’an, 28:77.
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5) Mengeluarkan harta untuk keperluan jihad, yakni
membeli senjata, mempersiapkan tentara, sebagaimana
yang pernah dilakukan para sahabat nabi pada saat
perang tabuk maupun perang lainnya.*

Selain itu, Islam telah mengharamkan beberapa macam cara
pengeluaran harta yaitu.

1) lIsraf (melampaui batas), yakni mengeluarkan harta
dalam hal yang diharamkan dan dalam rangka
kemaksiatan.

2) Rishwah (suap), yaitu pemberian harta kepada orang-
orang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan
suatu urusan tertentu diantara urusan-urusan rakyat,
seperti pegawai pemerintahan dan para penguasa *°

Pengelolaan Kepemilikan

ALl iy

L _ "
[ |

Pengembangan Harta Pembelanjaan Harta
Halal : Jual- beli, sewa menyewa, Halal : Zakat, nafkah, sedegah,
syirkah. DI hadiah
Haram : Riba, Judi, menipu, Haram : Israf wa tabdzir, suap dll
menimbun

Gambar 2.6. Gambar Skema pengelolaan kepemilikan

8 Ibid., 112.
49 bid., 112.
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3. Asas Ketiga : Distribusi Kekayaan diantara Manusia.
a. Kewajiban zakat, yaitu mengambil sebagian harta orang-orang
kaya dengan syarat-syarat tertentu dan membagikannya kepada
orang-orang fakir. Ketika nabi saw mengutus Mu’adz ke Yaman,

beliau berkata kepadanya:

&
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Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan
atas mereka shadaqoh (zakat) yang diambil dari orang-orang
kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir
diantara mereka. (HR Bukhari)®°

b. Negara mendistribusikan hartanya kepada individu rakyat yang
membutuhkan tanpa imbalan, seperti sebidang tanah yang
diberikan kepada orang yang mampu (kuat) untuk mengelolanya
(menanaminya), dan mengeluarkan harta kepada mereka (orang
yang membutuhkan) yang diambil dari harta kharaj dan jizyah.

C. Islam telah menetapkan aturan mengenai pembagian harta

warisan.

50 Maktabah Dar al-Salamah, a/-Kutubu al-Sittah, 109.



o1

Distribusi Kekayaan

5 a5
l/ T i/IL {I/L
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zakat pada hak untuk negara secara harta  waris
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kepemilikan negara
Larangan Larangan Larangan
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emas atau harta vital Kikir
perak (mata masyarakat
uana)

Gambar 2.7. Gambar Skema Distribusi Kekayaan.

C. Konsep Industri menurut Islam.

Pada masa dahulu, industri hanya terbatas pada industri tradisional

dan hasil produksinya sangat sedikit dan terbatas. Ketika manusia

mendapatkan

cara menggunakan mesin uap, maka mulailah industri

mekanis menggantikan

posisi industri manual. Ketika datang era

penemuan-penemuan modern, maka terjadilah revolusi yang penting

dalam industri. Produksi meningkat pesat dan berlipat ganda yang

sebelumnya belum pernah terlintas dalam pikiran manusia. Sehingga

industri mekanis menjadi dasar diantara dasar-dasar kehidupan ekonomi.

1. Hukum asal Industri

Masyarakat dimasa rasulullah saw telah melakukan industri yang

masih sederhana sebagaimana dalam hadist Rasulullah saw :
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Anas ra berkata :

@
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Nabi saw pernah meminta dibuatkan sebuah cicin dan beliau
bersabda, kami sudah mengambil cincin dan kami mengukirnya
dengan sebuah ukiran yang sama,” maka hendaklah jangan seorang
mengukir dengan ukuran yang sama, “ (Anas berkata) : sungguh aku
melihat kilau sinarnya di jari kelingking Rasulullah saw.

(HR al-Nasai).

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani ;
2430 il DLYI (e ) 58 Cas (e aiacaall

Industri dilihat dari segi industri itu sendiri, merupakan hak milik
pribadi.
Menurut Abdurrahman al-Maliki :

Hukum asal industri adalah kepemilikan individu, maka tiap
individu dari individu-individu rakyat boleh memiliki industri.
Sehubungan dengan ini, maka industri termasuk kedalam
kepemilikan individu (private property). Tidak termasuk dalam
kepemilikan umum (collective property) dan kepemilikan
negara (state property). Dalil atas hal itu bahwa rasulullah saw
saw minta dibuatkan cicin dan mimbar. Beliau minta dibuatkan
cincin dan mimbar kepada orang yang memiliki industri sebagai
kepemilikan individu. Manusia di masa Rasulullah saw telah

51 al-Maktabah al-Shamilah , Musnad al- Nasai, vol 16.www. Al-Islam.com, 65
52 Nabhani (al) , al-Nizami al-Iqtisadi fi al-Islam, 230.
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banyak memiliki industri, dan beliau mendiamkan mereka. Ini
menunjukkan bahwa rasulullah saw menetapkan industri
sebagai kepemilikan individu.>3

2. Hukum industri, mengikuti hasil produksi

Rasulullah saw  mengharamkan memeras (memproduksi)

minuman keras (kmar), sedang ia termasuk industri
A= N PP 3 a3 PR
Bpaiany WreB 8358 Aol B ollg ale Al ol Jo; ¢

“Rasulullah saw melaknat sepuluh orang yang berhubungan

dengan minuman keras, yaitu pembuatnya, pemesannya ...

B3 ¢ 53 « o B i« g8 e B sl L
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Ada sepuluh bagian yang dilaknat berhubungan dengan
arak, yaitu dzatnya, peminumnya, penghidangnya, penjualnya,

pembelinya, pembuatnya dan pemesannya’” (HR Ahmad)

Rasulullah saw datang mengharamkan industri yang
memproduksi arak. Pengharamannya karena produksinya

menghasilkan kmar. Produksi perasan itu status hukumnya

53 |bid., 74.
54 al-Maktabah al-Shamilah , Sunan al-Tirmidhi, vol 5.www. Al-Islam.com, 108.
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mengikuti hasil perasannya. Ini artinya status hukum suatu industri

menurut hasil yang diproduksinya. Perlu diketahui, bahwa ini tidak

khusus untuk arak, tetapi umum meliputi setiap yang haram, maka

industry ganja, opium, heroin dan yang sejenisnya adalah haram,

sebab barang-barang ini haram.> .

Maka dibuatlah kaidah

Aaiii Lo oSa Al dcluall

Status hukum industri menurut apa yang diproduksinya.

Dalam kaidah ini jelas sekali metode pengambilan dalilnya.

Larangan tentang perasan kmar bukan larangan tentang perasannya, ia

adalah larangan tentang perasan arak. Perasan tidak haram tetapi

perasan arak adalah haram. Haramnya industri sebab haramnya hasil

produksinya. >¢

Kurma Kurma
Perasan  ——| |ndustri
Perasan
Kmar Haram ﬂ ﬂ
Kmar :> Kmar

Industri
Kmar Haram

Gambar 2.9. Skema Dasar Memahami Hukum Industri

55 Maliki (al), Politik Ekonomi Islam, 75.
56 Ibid., 76.
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3. Hukum industri kepemilikan umum

Memproduksi barang-barang yang termasuk dalam kepemilikan
umum, seperti penambangan minyak tanah, ia termasuk kepemilikan
umum. Artinya produksi sesuatu yang tidak boleh dimiliki individu-
individu secara langsung. Dengan demikian memproduksi barang-
barang yang termasuk dalam kepemilikan umum juga haram,
sebagaimana memproduksi patung-patung. Tidak boleh memproduksi
sesuatu yang termasuk kepemilikan umum supaya menjadi
kepemilikan individu sebab dengan itu berarti potensi eksistensi

kepemilikan umum telah hilang dari barang-barang tersebut.

Industri tentu dengan alat, dimana alat itu sesuatu yang
diinginkannya diproduksi. Sama saja, apakah itu bejana yang
didalamnya arak diperas. Maka status hukum alat-alat ini menurut
barang yang diproduksi. Artinya status pabrik menurut apa yang
diproduksi. Jika bejana itu tidak digunakan kecuali untuk
memproduksi arak, maka semua yang terkait dengan bejana itu

terlarang.

Jika khusus memproduksi barang-barang yang termasuk
kepemilikan umum maka barang hasil produksinya adalah kepemilikan
umum. Contoh pabrik penambangan barang-barang tambang seperti

emas, besi, minyak tanah dan lainnya. maka pabrik ini termasuk
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kepemilikan umum, tidak tergolong kepemilikan individu. Individu

dilarang memilikinya.

Jika pabrik itu memproduksi bahan-bahan yang tidak tergolong

dalam kepemilikan umum, maka pabrik itu tetap pada hukum asalnya,

yakni kepemilikan individu.

Kepemilikan

Umum

Gambar 2.10. Skema Menjadi Hukum Industri Kepemilikan Umum
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Hukum Industri
Kepemilikan Umum

D. Konsep peran negara mengelola kepemilikan menurut Islam.

1. Peran Negara Secara Umum

a. Penguasa

Masyarakat

Negara

Bertanggung Jawab Semua Urusan

Syari’ah Islam telah menetapkan negara sebagai institusi

yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjaga aqidah dan

melaksanakan hukum-hukum syariah.

5 8 Jseas ¢ty by

z



S7

Pemimpin itu adalah  (seperti) gembala (penguasa
rakyat) dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya
( pengurusan rakyatnya) (HR. al-Bukhari) >’

Dalam hadist ini, menjelaskan bahwa penguasa akan
dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah swt, kelak dihari
kiamat dalam semua aspek kehidupan masyarakat, salah
satunya adalah dalam hal pengelolaan kepemilikan.

Menurut Hafidz Abdurahman, hukum-hukum syariah
ini memang wajib diambil karena alasan akidah, bukan karena
alasan manfaat dan mafsadat.>®

Beberapa ulama menjelaskan betapa pentingnya

pemimpin dalam meneggakkan agama Allah swt yaitu :

Al-Imam al-Hafiz Abu Zakariya al-Nawawi berkata :
wﬂwmdw\jagjw.d\m}gehlybwﬁy
Pigrolss \grayy Ggiodl g

“Suatu keharusan bagi ummat adanya imam yang

meneggakkan agama dan yang menolong sunnah serta yang

57 al-Maktabah al-Shamilah , Sunan al-Bukhari, vol 3.www. Al-Islam.com, 414

58 Hafidz Abdurahman, Mugoddimah Sistem Ekonomi Islam ( Bogor: Al-azhar Press, 2011), 8.

59 Abu Zakariya al-Nawawi, Rawdat al-Talibin wa ‘umdah al-Muftiyin, Juz 3 hal. 433 al-
Maktabah al-Syamilah
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memberikan hak bagi orang yang didzolimi serta menunaikan
hak dan menempatkan hal tersebut pada tempatnya”.

Syari’at Islam telah memberi batasan dengan batasan
yang sangat jelas tentang peran negara dalam mengelola
kepemilikan.  Syari’at Islam juga tidak menjadikan negara
berkuasa atas kepemilikan individu, tidak bebas mengambil
alih milik seseorang di antara rakyatnya dengan alasan
kepentingan umum, dan tidak bebas berkata ini kepemilikan
individu dan ini kepentingan umum, tetapi keputusan negara

harus terikat dengan syari’at Islam.

b. Penguasa Negara Tidak Boleh Menyulitkan Masyarakat.

Bukan itu saja, syara’ melarang negara mempersulit
rakyatnya sebagaimana Rasulullah saw, mendoakan penguasa
yang mempersulit ummat dengan celaan, ini menunjukkan

negara tidak boleh mempersulit rakyatnya.

2 )2 @
- 2o < “ & - % zo- 4% 3 @
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. o . 4 .
g ¢ e d"‘"’u o R L gs,‘“‘ J°‘ BN NS ‘
= 7 -

60 a*'fo 1 ° /.'1/1 i°/~'~ $&é ,E ° _t-
o4 @B oy 358 ed (A G

z

Ya Allah, siapa saja yang memegang urusan ummatku

dan menyulitkan mereka, maka balaslah dengan perlakuan

60 al-Maktabah al-Shamilah , Sunan Muslim , vol . 9. www. Al-Islam.com, 351.
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yang sama. Siapa saja yang memegang urusan umatku dan
bersikap lembut kepada mereka, maka balaslah dengan
perlakuan yang sama. (HR Muslim dan Ahmad).

Ini mencakup siapa saja yang menangani urusan kaum
muslimin, baik penguasa maupun pegawai negara, kemudian
menyulitkan atau membuat kemudhorotan terhadap mereka
baik dengan perkataan, perbuatan, misalnya membebani rakyat
dengan beban berat, mengabaikan urusan rakyat, tidak
memenuhi keperluan mereka, membuat aturan berbelit-belit
yang mempersulit, menunda-nunda pelayanan, tidak
menghalangi bahaya yang akan menimpa rakyat, atau
menyerahkan kekayaan milik rakyat, kepada swasta apalagi
asing. Semua itu akan menyulitkan dan memberatkan rakyat,
bahkan menjerumuskan mereka ke dalam bahaya.¢!

2. Peran Negara Secara Khusus dalam menangani kepemilikan
a. Syara’ mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat
dengan kekuasaannya atau memaksa.

Negara tidak boleh memaksa mengambil harta milik orang

islam
@ . 2 ” o
dendl Gy diay ) W2 1o 3 J o Y

Tidak halal (mengambil) harta milik orang islam, kecuali atas

kerelaan darinya.

61 Yahya Abdurahman, A/lah Melaknat Penguasa Zalim, Majalah Al-Wa’ie, No. 77 Tahun VII, 1-
31 Januari 2007 (Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007), 58.
62 al-Maktabah al-Syamilah, Sahih al-Bukhari, vol 6, www.al-Islam.com. 228
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Sesungguhnya harta bendamu, juga darahmu adalah haram
bagimu.

Negara tidak boleh semena-mena mengambil harta kepemilikan
individu dengan alasan apapun dengan merubah kepemilikan
umum. Namun semuanya dilakukan berdasarkan hukum syar’iat

islam.

b. Syara’ mewajibkan negara menyediakan fasilitas umum dan
kepentingan umum.
Negara wajib mengelola air umum, seperti sumur umum, sumber
mata air umum, sungai dan danau, maka alat yang digunakan
mengeluarkan air termasuk barang kepemilikan umum, karena air
merupakan kepemilikan umum bagi semua manusia. Sama saja
alat itu mengeluarkan air pada tempatnya dan membolehkan
manusia mengambilnya, atau alat itu mengeluarkan air dan
mendistribusikan kepada manusia kerumah melalui pipa-pipa.
Semuanya itu adalah kepemilikan umum. Karena air itu
kepemilikan umum, maka status hukum alatnya pun demikian.®?
1) Sedangkan alat atau barang yang diterapkan hukum
fasilitas umum adalah pembangkit listrik (generator , diesel

dil.).

63 Maliki (al) , Politik Ekonomi Islam, hal 89.
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2)

3)
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Dapat diterapkan atas status hukum fasilitas umum adalah
pabrik eksplorasi batu bara.

Diterapkan status hukum fasilitas umum adalah pabrik-
pabrik industri yang berasal dari minyak bumi, seperti

industri petrokimia, dan industri gas alam.

Syara mewajibkan negara mengelola kepemilikan umum.

1)

2)

3)

Negara wajib mengelola kepemilikan umum  seperti
pabrik penambangan, pengeboran minyak tanah, emas,
perak, besi, kuningan, timah, serta barang-barang tambang
lainnya.54.

Negara wajib mengelola kepemilikan umum seperti kereta
api dan trem. Sebab kereta api bertumpu pada peletakan rel
lintasan  rel kereta api yang selalu berada dijalan,
sedangkan jalan adalah kepemilikan umum.

Untuk menjaga terjaminnya kesejahteraan rakyat, hak
pengelolaannya di bebankan kepada negara. Negara
berkewajiban untuk mengatur pengelolaannya sehingga
potensi alam tersebut dapat dengan optimal digunakan
untuk kesejahteraan rakyat, bukan justru menjualnya

kepada swasta®

d. Syara membolehkan negara mengelola industri.

®4Ibid., 86.
%bid.,94.

66 Zulhelmy bin Mohd. Hatta, Isu-Isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam, (Bogor: Al-
Azhar Freshzone Publishing, 2013), 246
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1)  Negara wajib mengelola industri yang mengolah
kepemilikan umum.

2) Negara wajib mengelola industri untuk kesejahteraan
rakyatnya.

3) Negara wajib melarang swasta atau individu apalagi asing
mengelola industri yang mengelola kepemilikan umum.

4)  Negara boleh mengelola industri yang mengelola
kepemilikan individu dan membolehkan swasta terlibat

dalam pengelolaan.

E. Konsep peran swasta dalam mengelola kepemilikan individu menurut

Islam.

1.

Individu atau swasta tidak boleh mengelola kepemilikan umum
secara langsung.

Individu atau swasta boleh mengelola kepemilikan individu.

Syara membolehkan swasta mengelola industri yang tidak terkait
secara langsung dengan kepemilikan umum, misalnya pabrik-pabrik
pemotongan besi, pabrik pengelohannya dalam industri, pabrik
peleburan (pencetak emas), pabrik mobil, dan kapal dan pabrik
alat-alat, semuanya kepemilikan individu , tidak boleh dijadikan
kepemilikan umum. Sebab semuanya bukan barang-barang tambang
yang hendak dieksplorasi atau diubahnya dari bahan mentah

menjadi bahan siap pakai, sehingga tidak dapat diterapkan hukum
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syara’ tentang barang tambang. Hanya saja ia merupakan barang-
barang tambang yang siapkan untuk dipakai, bukan untuk
dieksplorasi. Oleh karena itu ia termasuk kepemilikan individu.®’
“ Keterlibatan swasta pada perkara ini baik perorangan
maupun perusahaan dalam hal antara lain : penyediaan jasa
perencanaan, penyediaan barang yang dibutuhkan pengelola
air minum atas kesepakatan kedua belah pihak; kontraktor
untuk jasa pekerjaan bangunan-bangunan air, pemasangan
pipa, instalasi mekanikal dan elektrikal dan lain-lain”. 8
4.  Syara membolehkan swasta mengelola industri yang kepemilikan
individu. Syariat Islam membolehkan swasta mengelola pabrik-
pabrik tenun, pabrik pembusaran kapuk, pabrik permen (manisan)
dan lainnya. begitu juga dengan dengan pabrik penggilingan, pabrik
pupuk, pabrik gula, pabrik kaca dan lainnya adalah kepemilikan

individu, sebab barang yang dihasilkan tidak termasuk fasilitas

umum.

F. Konsep Islam terhadap perundangan-perundangan yang dilegalisasikan.
1. Sumber perundangan-undangan.
Perundangan di negara maju pada abad sekarang banyak membuat
pasal-pasal, ummat islam masih banyak yang belum paham terhadap
perundangan-undangan sehingga tidak mengetahui apakah undang-

undang yang dilegalisasi, sudah sesuai dengan islam atau tidak,

87 Maliki (al) , Politik Ekonomi Islam, hal 88.
8 Alimuddin Yasir Ibrahim, Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Islam, Majalah Al-Wa’l, No
176 TahunXV, 1-30 April 2015, 58.
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terutama masalah ekonomi yang dikeluarkan oleh penguasa di negara

tersebut.

Menurut Taqiyudin al-Nabhani :

la aeae Gl Sy Gl sl 5 adY) ) siaaal) Ll
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Sumber utama dari undang-undang dasar dan undang-
undang islam adalah al-Qur’an dan al-Sunah. Bukan yang lain.
Tempat lahirnya adalah ijtihad para mujtahid. Khalifah akan
melegalisasi hukum-hukum tertentu dari hasil ijtihad tersebut dan
memerintahkan rakyat untuk melaksanakannya. Kedaulatan
menurut Islam hanya milik syara’. Sedangkan Ijtihad untuk
menggali hukum-hukum syara’ adalah hak bagi seluruh kaum
yang hukumnya fardhu kifayah. Akan tetapi hanya khalifah saja
yang berhak melegalisasi hukum-hukum syara’ tersebut.

Dari sini, penggunaan istilah undang-undang pada saat sekarang,
dibolehkan, yang sumber penggaliannya adalah Al-Qur’an dan al
Sunnah. Proses lahirnya harus melalui hasil ijtihad, dan ini adalah

hak seluruh kaum muslimin yang mampu melakukan ijtihad.

% Taqi al-Din al-Nabhani, Nizam al-Islam (Beirut:Hizbut Tahrir, 2001), hal,87.
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Kemudian khalifah melihat, mana yang dalilnya terkuat kemudian

melegalisasikan dengan disertai argumentasinya.

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani

e Wl sl g g ialSl Jlatad )sa dali e 138
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Ini ditinjau dari segi kebolehan menggunakan dua istilah
undang-undang dasar dan undang-undang negara. Adapun dari
segi urgensi untuk melegalisasikan hukum-hukum maka
dengan melihat apa yang telah dilakukan kaum muslim sejak
masa khalifah  Abubakar hingga khalifah terakhir,
menunjukkan bahwa legalisasi hukum mengikat kaum muslim
adalah perkara yang urgent dilakukan. Namun, legalisasi hanya
dilakukan negara untuk beberapa hukum tertentu, bukan
mencakup seluruh hukum.

Jadi, negara tidak mengambil hukum apapun yang bukan berasal dari

syari’at Islam.

Tatkala negara melegalisasi  hukum  ekonomi  apapun,

pengambilannya harus berdasarkan pertimbangan dalil syar’i yang

70 bid., 87.
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kuat disertai pemahaman yang tepat mengenai peristiwa ekonomi

yang sedang terjadi. Karena itu harus dilakukan beberapa hal :

a. Tindakan pertama yang dilakukan oleh negara hendaknya
mengkaji peristiwa ekonomi yang dihadapi. Sebab memahami
secara benar setiap peristiwa ekonomi merupakan hal yang
sangat penting dan diperlukan. Negara juga harus memahami
hukum syari’at islam yang berkaitan dengan peristiwa ekonomi
yang dihadapinya, disamping mengkaji dalil hukum syari’at itu
terkait ekonomi.

b. Baru setelah itu, negara melegalisasi hukum ekonomi
berdasarkan kekuatan dalil. Perlu diperhatikan disini bahwa
yudifikasi hukum-hukum syari’at Islam bisa diambil dari
pendapat salah seorang mujtahid setelah mengetahui dalilnya

dan merasa puas terhadap kekuatan dalil tersebut.

Dengan demikian, undang-undang dasar dan undang-undang
umum harus memiliki mugoddimah (argumentasi syar’i yang
menjelaskan dengan gambling mazhab figih mana yang ditempuh
pada setiap pasalnya, disertai dengan dalilnya. Bisa juga dengan
menjelaskan dalil syar’i yang diambil untuk setiap pasalnya, jika
diambil melalui ijtihad yang benar. Penjelasan itu dilakukan agar
kaum muslim mengetahui hukum-hukum yang dilegalisasikan oleh
negara dalam undang-undang dasar dan perundang-undangan

(umum)nya itu berupa hukum-hukum syara’, yang diambil melalui
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ijtihad yang benar. Kaum muslim tidak wajib taat terhadap peraturan

atau hukum negara kecuali jika hukum atau peraturan itu berupa

hukum syara’ yang telah dilegalisasikan oleh negara.

Negara Sebelum melakukan Legalisasi
Undang-Undang

I

!

1§

Negara Mengkaji Peristiwa Negara Mengkaji Dalil Syari’at
Ekonomi Yang Terjadi Sekarang yang terkait dengan Peristiwa

dengan Benar

Ekonomi Sekarang

<

Dalil dan Argumentasi yang Benar,
Kuat dan Puas disertai penjelasan <::| Hak kaum muslimin yang

dari madzhab mana yang diambil memiliki kemampuan ljtihad

1}

Negara Menerima dan menjelaskan
pasal-pasal di sertai dalil

]!

Khalifah Melegalisasi Undang-
Undang

1L

Negara dan ummat Islam
mengetahui setiap pasal memiliki
landasan dalil yang kuat dan
menaamalkannva

Gambar 2.11 : Skema Legalisasi Undang-Undang Sesuai dengan Islam.
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2. Pasal —pasal ekonomi sesuai syari’ah islam.
Didalam pasal undang-undang islam harus disertai dalil
sebelumnya, mengapa alasan pasal ini diterbitkan kemudian
penulisannya ditulis secara umum saja, tidak secara rinci. Setiap
pasal tersebut dikeluarkan dari hasil ijtihad mujtahid.
Taqiy al-Din al-Nabhani telah menulis pasal — pasal ekonomi
terkait dengan kepemilikan yang dapat dijabarkan sebagai

berikut :7!

4 Glud) s calatiu) gdll ga geaa g Jlall ) YT 3L
O Al s 5 Akl s Gl MR 13 agd jliad

Jadlly 45SLe palal) 31 13gr Al i 45 jlay 3l

Pasal 126 Harta adalah milik Allah. Dia memberi hak penuh secara
umum kepada manusia untuk menguasainya, maka dengan itu harta
tersebut Dbenar-benar menjadi hak miliknya. Dia pula yang
mengizinkan setiap individu untuk mendapatkannya,sehingga dengan
izin yang bersifat khusus itu harta itu benar-benar menjadi miliknya
secara nyata.

5, Aale ASle | 40 58 AL ;) gl A0 AL VYV saldll

a5l Asla

71 Nabhani (al), Nizam al-Islam, 122-124.
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Pasal 127 Pemilikan itu ada tiga macam: pemilikan individu,
pemilikan umum dan pemilikan negara.

dxdiall gl Gl yie ol aSa A A 8 ASLe VYA BaLdll
Ua sal) A4 5 s lly 48T e agl) Ciliay (e (Sl iy

.4

Pasal 128 Pemilikan individu adalah hukum syara’ atas benda atau
jasa, yang memberinya peluang bagi orang yang memilikinya untuk
memperoleh  manfaat serta  mendapatkan  imbalan  dari
penggunaannya.

YL delaall & LA () (& dale 4SLe VY4 30l
ol iy

Pasal 129 Pemilikan umum adalah izin Allah selaku pembuat hukum
kepada jama’ah (masyarakat) untuk memanfaatkan benda-benda
secara bersama-sama.

s Al ) Je Gafise Cipas Jl KT 30l
s zAl 5 il pall JiselS ) Al Kle ey salglia)
LAl

Pasal 130 Setiap harta kekayaan yang penggunaannya tergantung
pada pendapat Khalifah dan ijtihadnya, dianggap sebagai pemilikan
negara seperti pajak, kharaj dan jizyah.
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Al ye 5 dgandl JIsa¥) 8 4 dl) ALl VYY) sl

DA s Al e B3l Gl s
Jandl — T
<Y -
sball Ja¥ Jldl ) dalsl) -

dae LU L sal e A gal) clac) -a

e ) Jle Jilie 90 3181 aaaly all JIse¥) -a

Pasal 131. Pemilikan individu terhadap kekayaan bergerak dan tidak
bergerak terikat dengan lima sebab syar’i, yaitu:

a.
b.
G?

d.
¢

o\l

Bekerja.

Warisan

Kebutuhan mendesak terhadap harta kekayaan untuk
mempertahankan hidup.

Pemberian kekayaan negara kepada rakyat.

Kekayaan yang diperoleh individu tanpa mengeluarkan biaya
atau usaha keras

o, gkl G ade AL Capeadll VTY sald)

Caill g o) piagd | Gllall daiiy U i ol BEYL U juas

5 A gl Claaadl 5 ddland ) cilS il aai 5 il

Sl Gl 5 LY e 5 ) gl Adlaal) e llaall il
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Pasal 132 . Penggunaan hak milik, terikat dengan izin dari Allah
selaku pembuat hukum-, baik pengeluaran maupun untuk
pengembangan pemilikan. Dilarang ber foya-foya, menghambur-
hamburkan harta dan kikir. Tidak boleh mendirikan perseroan
berdasarkan sistem kapitalis, atau koperasi dan semua bentuk
transaksi yang bertentangan dengan syara’. Dilarang mengambil riba,
memanipulasi harta secara berlebihan, penimbuan, perjudian dan
sebagainya

ol 5 Lo Ll Al ) 4y pdall ()W) VY el
5 L) A el 4 pdall () 5, coall B
lgindia 5 Al gall el Lgid 8 dan JAl G V) Wl 5 | Lgindia
5, Apdall a)¥) dals a8 JS) ey 5, 3 AY) LSla
A agie S8 5 Lol agially al AN (= )Y dadia

) sat!

Pasal 133 Tanah ‘usyriyah adalah tanah suatu negeri yang
penduduknya masuk Islam, termasuk tanah Jazirah Arab. Tanah
kharaj adalah tanah suatu negeri yang dibebaskan melalui peperangan
atau perdamaian, kecuali tanah Jazirah Arab. Tanah ‘usyriyah
menjadi hak milik individu, baik tanahnya maupun manfaatnnya.
Sedangkan tanah kharaj (tanahnya) menjadi milik negara, dan
manfaatnya  milik  individu.  Setiap individu  dibolehkan
menjual/memberikan tanah ‘usyriyah, atau menjual/memberikan
manfaat tanah kharajiyah sesuai agad/perjanjian yang dibolehkan
syara’; serta dapat diwariskan seperti halnya kekayaan lainnya.
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Pasal 134 Tanah mawaat (terlantar) dapat dimiliki dengan jalan
membuka (menghidupkan) tanahnya dan memberinya batas/pagar.
Selain tanah mawaat, tidak dapat dimiliki kecuali dengan sebab-sebab
pemilikan yang dibolehkan syara’, seperti waris, pembelian atau
pemberian dari negara.

CulS) o) g Gillae Ao )30 (oY) jali sy VYO 3al
5 ilad 3LLal) Lol | de i jall aiad WS 4 ydie o A A

all

Pasal 135 Dilarang menyewakan lahan untuk pertanian secara mutlak,
baik tanah kharaj maupun tanah ‘usyriyah. Muzara’ah , bagi hasil atas
lahan pertanian tidak diperbolehkan, tetapi musagat menyewa orang
untuk menjaga dan menyiram kebun dibolehkan.

‘EJQMJL@JM\&QLAJ‘&AL)AJSJ:\M YY1 saldll
e S 5L JOEY) 13 e 4 L JW) G (e zlsl)
s 5 e 35 M) i e (e 2305 A1 g

c)Jﬂ
. =

Pasal 136 Setiap orang yang memiliki tanah (pertanian), diharuskan
untuk mengelolanya. Baitul Mal memberikan modal kepada para
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petani yang tidak memiliki modal agar memungkinkan menggarap
tanahnya. Setiap orang yang mentelantarkan tanahnya selama tiga
tahun berturut-turut , tanpa mengolahnya , maka tanahnya akan
diambil dan diserahkan kepada yang lain.

Dot el A b daladl ALl Bai ) YV Baldll
Al el delaall (38 pe e s e S
C Jsoill aliaS akadn Y ) ol -

JLEYIS Ll ) (aliaial) adad Liands ) cLEY) -

Pasal 137 Pemilikan umum berlaku pada tiga hal:

a. Setiap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat umum seperti
lapangan.

b. Sumber alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas,
seperti sumber minyak.

c. Benda-benda yang sifatnya tidak dibenarkan dimonopoli seseorang
seperti sungai.

Ol W A3 LY e 5 Cun e giadl VYA 33
Oe salall CilS B Lriay ) sl aSa 2l aiadll
5 . el aliasS Lo i Sk aiadll S 4 8l @Y
Lle Kl piadl S daledl DY) (e il il o)

Pasal 138 Dilihat dari segi bangunannya, industri termasuk pemilikan
individu, tetapi hukumnya tergantung pada produk yang diprosesnya.
Jika produknya termasuk milik individu maka industri tersebut
menjadi milik individu, seperti pabrik tenun/pemintalan. Sebaliknya
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jika produknya termasuk pemilikan umum, maka industri tersebut
menjadi milik umum, seperti pabrik besi.

S A Al Al Jead of Al Hea YT 5l
Y dibia 5 Jldl Al 8 400 daladl ASL) Y dale 48k

Pasal 139 Negara tidak boleh mengalihkan hak milik individu
menjadi hak milik umum. Pemilikan umum bersifat tetap berdasarkan
jenis dan karakteristik kekayaan, bukan berdasarkan pendapat negara.

Jaly s Loy L) (3a AaY) o) 8 (e 28 JS Y £ 30l
G 0 Y A o all Hean ¥y dalall A8 L

LDl ol dalad) DY ASLay dpe )

Pasal 140. Setiap individu umat berhak memanfaatkan sesuatu yang
termasuk dalam pemilikan umum. Negara tidak dibenarkan
mengizinkan orang-orang tertentu saja dari kalangan rakyat,untuk
memiliki atau mengelola pemilikan umum.

WJQ\}J\ UAJY\UAL;AMU\:\J}JH PRt Y &) daldl
a0 Ll daliae &Y daladl A8 3 Jal

el
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Pasal 141 Negara boleh memagari sebagian tanah mati atau yang
termasuk dalam pemilikan umum, untuk kemaslahatan yang dianggap
negara sebagai kemaslahatan rakyat.



